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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi keuangan telah memicu transformasi dalam modus 

operandi kejahatan ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang 

(TPPU) yang kini memanfaatkan aset kripto (cryptocurrencies). Karakteristik aset 

kripto yang bersifat anonim, desentralisasi, dan lintas negara memberikan celah 

bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sebagaimana 

tercermin dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

atas transaksi mencurigakan senilai Rp 800 miliar melalui aset kripto. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap TPPU melalui aset kripto di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta menganalisis 

perbandingan model penerapan hukumnya antara Indonesia dengan Amerika 

Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen aset 

kripto dapat dikualifikasikan sebagai "harta kekayaan" sehingga dapat dijerat oleh 

UU TPPU di Indonesia. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih mengalami 

regulatory lag, di mana kripto hanya diatur sebagai komoditas perdagangan oleh 

Bappebti, bukan terintegrasi khusus dalam pengawasan sistem keuangan. 

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Amerika Serikat menunjukkan model 

regulatory adaptation dengan mengintegrasikan aset kripto ke dalam rezim Anti-

Pencucian Uang (AML) melalui Bank Secrecy Act (BSA) dan kebijakan FinCEN, 

didukung oleh kewajiban pelaporan yang ketat, koordinasi lembaga yang kuat (DOJ 

dan FBI), serta pemanfaatan teknologi blockchain analysis. Diperlukan pembaruan 

regulasi yang spesifik di Indonesia, penguatan koordinasi antar lembaga, dan adopsi 

teknologi penelusuran aset digital untuk mengoptimalkan pemberantasan TPPU di 

era ekonomi digital. 

Kata Kunci: Pencucian Uang, Aset Kripto, Perbandingan Hukum, Regulatory Lag, 

Blockchain Analysis. 
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RINGKASAN 

Skripsi ini mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di 

era digital. Seiring berkembangnya teknologi, tindak pidana pencucian uang 

(TPPU) turut berevolusi menggunakan instrumen aset kripto yang memiliki sifat 

anonim, terdesentralisasi, dan dapat ditransaksikan lintas negara tanpa batas. Hal 

ini sangat menyulitkan proses pelacakan aliran dana hasil kejahatan oleh aparat 

penegak hukum. Urgensi kajian ini diperkuat oleh temuan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat perputaran transaksi 

mencurigakan melalui aset kripto mencapai Rp 800 miliar pada periode 2022 

hingga 2024. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan hukum TPPU melalui aset kripto di Indonesia serta 

membandingkannya dengan model penerapan hukum yang berlaku di Amerika 

Serikat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hulum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus, ditemukan bahwa dasar hukum 

penindakan TPPU melalui aset kripto di Indonesia mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010. Meskipun undang-undang tersebut tidak memuat aset kripto 

secara spesifik, aset kripto secara normatif dapat diklasifikasikan sebagai benda 

tidak berwujud atau bagian dari harta kekayaan, sehingga pelakunya tetap dapat 

dijerat oleh hukum. Namun demikian, penegakan hukum di Indonesia pada 

praktiknya masih sangat terkendala oleh fenomena ketertinggalan regulasi 

(regulatory lag). Kendala ini semakin dipersulit oleh status legal aset kripto di 

Indonesia yang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya 

diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan di bawah pengawasan Bappebti. 

Kondisi dualisme ini pada akhirnya menciptakan ruang abu-abu pengawasan sistem 

keuangan yang rentan disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. 

Ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terlihat perbedaan model penerapan 

hukum yang berbeda. Amerika Serikat telah menunjukkan bentuk adaptasi regulasi 

(regulatory adaptation) yang progresif dengan cara mengintegrasikan aset kripto 

secara langsung ke dalam rezim anti-pencucian uang mereka melalui instrumen 
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Bank Secrecy Act (BSA) dan berbagai regulasi dari FinCEN. Bursa kripto di 

Amerika Serikat diwajibkan mendaftar sebagai entitas bisnis layanan uang (Money 

Services Business) yang harus menerapkan standar identifikasi nasabah secara ketat 

serta aktif melaporkan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penegakan hukum 

di sana berjalan dengan proaktif dikarenakan koordinasi yang kuat antara lembaga 

seperti Department of Justice (DOJ) dan FBI, yang juga didukung oleh 

pemanfaatan teknologi blockchain analysis untuk membedah pola transaksi anonim 

tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat jauh lebih efektif dalam 

menangani TPPU berbasis kripto dibandingkan dengan Indonesia. 

Skripsi ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi di Indonesia yang secara 

khusus mengatur pencegahan dan penindakan TPPU menggunakan aset kripto. 

Regulasi yang baru harus mencakup definisi yang lebih spesifik, mekanisme 

pengawasan transaksi digital, serta kewajiban pelaporan yang jelas bagi para 

penyedia layanan aset kripto. Penulis juga menyarankan perlunya sinergi dan 

koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, 

dan Bappebti. Institusi penegak hukum di Indonesia perlu segera mengadopsi 

pemanfaatan instrumen teknologi modern seperti blockchain analysis serta 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya agar mampu memberantas tindak 

pidana pencucian uang yang semakin kompleks di masa mendatang. 
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